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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM MEMUTUS BESARAN
NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)

Oleh:
RAMA RIZKY

Fenomena perceraian Kini banyak terjadi. Usia pernikahan yang baru
seumur jagung rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian. Fenomena
perceraian tersebut bermuara pada bagaimana masing-masing baik mantan suami
maupun mantan isteri setelah bercerai, terutama dalam perkara cerai talak. Karena
mantan suami diberi tanggung jawab untuk tetap memeberikan nafkah ‘iddah dan
mut’ah kepada mantan istri dengan besaran yang telah diputuskan oleh Pengadilan
Agama. Besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah yang akan menjadi hak mantan isteri
ditentukan oleh Majelis Hakim setelah menimbang dan berijtihad, juga diatur
dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 78

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui prinsip keadilan
pada putusan cerai talak dalam memutus besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah pada
cerai talak di Pengadilan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis
menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota
Metro dalam menerapkan prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus
besaran nafkah iddah dan mutah adalah dengan menimbang faktor-faktor yang
memengaruhi besaran tersebut seperti faktor penghasilan suami, faktor tingkat
(strata) kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah
tangga, serta faktor adat kebiasaan. Kemudian dengan menerapkan prinsip
keadilan yang dilakukan di dalam jalannya persidangan yaitu audio et alteram
partem (mendengar kedua belah pihak), imparsial (tidak memihak) dan,
mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-
alat bukti secara proporsional. Sedangkan untuk mut’ah dihitung dari kewajaran,
kepatutan, dan kemampuan suami namun, bisa juga dihitung dari besarnya mahar
yang diberikan pada saat menikah yang juga bertujuan agar dapat selayaknya
memberikan hadiah perpisahan kepada isteri karena telah berjuang bersama
membina rumah tangga dan mendedikasikan hidupnya ke pada suami.
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Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Bagarah: 241)"

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro,
2005), 31
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara pria dengan wanita
yang mengikat lahir dan batin yang juga merupakan perbuatan hukum dan
mengandung nilai ibadah. Sama seperti yang telah disebutkan dalam undang-
undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan dengan jelas tentang
perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia. Kekal dan abadi
berdasarkan tuntutan syariat dari tuhan yang maha esa jika tujuan perkawinan
tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua
pasangan tersebut, baik suami maupun isteri. Oleh karena itu, perkawinan
tidak hanya digunakan untuk memenuhi syariat allah tetapi juga untuk
mendapatkan pahala.

Setiap pasangan yang sudah membina rumah tangga (menikah)
tentunya ingin agar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik
dan kekal higga akhir hayat. Sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan
yang sangat ingin diwujudkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dalam

mewujudkan hal tersebut tentu banyak masalah yang di lalui sehingga untuk



mewujudkannya tidaklah mudah. Suami dan isteri haruslah menjaga hubungan
perkawinan dengan segenap hati seraya menjalankan kewajiban yang mesti
dilakukan oleh suami maupun isteri agar perkawinan tidak hancur ditengah
jalan yang berujug pada perceraian.

Selain cerai tembilang, dalam keadaan tertentu terdapat hal hal yang
dapat menghendaki putusnya perkawinan. Suatu perkawinan yang di dalam
menjalankannya terjadi kemudharatan bisa berujung pada perceraian. Dalam
hal ini Islam memperbolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah paling
akhir dari usaha melanjutkan perkawinan.

Fenomena perceraian kini banyak terjadi. Usia pernikahan yang baru
seumur jagung rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian,
masalah ekonomi masalah orang ke-tiga juga menjadi pemicu runtuhnya
rumah tangga atau perceraian. Perceraian di Indonesia dilakukan di
Pengadilan Agama untuk orang yang ber-Agama Islam. Ada 2 (dua) jenis
perceraian yang diputus di Pengadilan, yaitu; cerai gugat, dan cerai talak.

Fenomena perceraian tersebut bermuara pada bagaimana masing-
masing baik mantan suami maupun mantan isteri setelah bercerai, terutama
dalam perkara cerai talak. Karena mantan suami diberi tanggung jawab untuk
tetap memeberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada mantan istri dengan
besaran yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Tertera dalam pasal 41 huruf (c) undang-undang no 1 tahun 1974
tentang perkawinan: ‘“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi



bekas suami”.! Kewajiban mantan suami tersebut yaitu memberikan nafkah

‘iddah dan mut’ah.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih merinci tentang
kewajiban mantan suami pasca cerai talak. Dalam pasal 149 KHI disebutkan
bilamana perkawinan putus karna talak maka mantan suami wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dughul.

2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada masa iddah selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nuzyuz dan
dalam keadaan tidak hamil

3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya, dan separoh apabila
gobla dughul

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.?

Dalam praktiknya kewajiban yang diberikan oleh Pengadilan Agama
kepada mantan suami (memberi ‘iddah dan mut’ah) dilakukan semasa sidang
perceraian (cerai talak). Besaran nafkan ‘iddah dan mut’ah yang di tetapkan
oleh Pengadilan, ditetapkan dalam Putusan Akhir dari Majelis Hakim yang
menangani perkara perceraian tersebut.

Putusan akhir dari Majelis Hakim menentukan besaran nafkah iddah
dan mut’ah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri. Putusan

tersebut tentunya ditetapkan setelah musyawarah Majelis Hakim yang diatur

! pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
? pasal 149 Kompilasi Hukum Islam



dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pasal 14 ayat (1) “putusan yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan

Hakim yang bersifat rahasia”.?

Besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah yang akan menjadi hak mantan
isteri ditentukan oleh Majelis Hakim setelah menimbang dan berijtihad, juga
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
pasal 78:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan
penggugat, Pengadilan dapat: *

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak;

3. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi
hak suami atau barang barang yang menjadi hak isteri.

Pada putusan perkara perceraian terkait besaran nafkah ‘iddah dan
mut’ah, Yyang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Metro
dengan nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Mt>. Di muka persidangan Termohon
meminta nafkah ‘iddah dan mut’ah sebesar Rp. 5.000.000.- dan harus dibayar
saat sebelum ikrar talak dilaksanakan; dikarenakan kesanggupan pemohon

terkait besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah maka Majelis Hakim menghukum

® Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

* Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

> Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Mt., him 6-7



Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah ‘iddah dan mut’ah
sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar
talak dilaksanakan;

Pada contoh putusan di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Termohon terkait besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah karena pemohon tidak
keberatan dengan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah tersebut. Lantas apakah
putusan terkait besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah tersebut sudah adil bagi ke-
dua pihak?

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan
mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi
Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Memutus Besaran Nafkah
‘lddah Dan Mut’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)”

. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan, yaitu:
“Bagaimana prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran
nafkah ‘iddah dan mut’ah sudah di terapkan?”’

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode
ilmiah untuk dapat menemukan dan mengembangkan serta menguji
kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui prinsip keadilan pada hakim dalam memutus besaran



nafkah ‘iddah dan mut’ah pada cerai talak di Pengadilan Agama Kota
Metro.
2. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti
ini adalah:
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu syari’ah khususnya mengenai besaran nafkah ‘iddah dan mut ah.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan begi
peneliti dalam pemahaman mengenai prinsip keadilan pada putusan
hakim dalam memutus besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah yang terjadi
dalam perkara cerai talak, kemudian sebagai bahan informasi bagi
akademisi yang ingin mengetahui hal tersebut di atas. Dan untuk
sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan, untuk
mengetahui dan memahami tentang nafkah ‘iddah dan mut’ah.
D. Penelitian Relevan
Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan
penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan
penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-
penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,
sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama,

di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:



1. Penelitian karya Ade Ilma Auliana, dengan judul: “Pemberian Nafkah
Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas IB”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1)
Akibat hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian khususnya cerai
talak, yakni sebaigai berikut: memberikan mut’ah, memberi natkah iddah
berupa makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian), memberikan
nafkah anak (hadanah). 2) Dalam memutuskan pemberian nafkah iddah
dan mut’ah pada perkara cerai talak ada beberapa hal yang dijadikan
sebagai pertimbangan hakim. Yakni, adanya gugatan balik/rekonvensi dari
isteri yang menuntut nafkah iddah dan mut’ah, adanya kesepakatan
dihadapan mediator mengenai hal itu, dan dalam ex officio hakim.®

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak.
Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian
yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah mekanisme dan prosedur
pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan
yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip
keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan
mut’ah.

2. Penelitian karya Muhlifa Nur Prahandika, dengan judul: “Penetapan Kadar
Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan

Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”. Hasil penelitian

® Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14408/,
diakses pada tanggal 20 November 2019


http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14408/

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 26 putusan dari
263 putusan cerai talak yang terdapat penetapan kadar nafkah iddah dan
atau mut’ah. Alasan hakim dalam penetapan kadarnya adalah
mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan suami,
kesanggupan suami, biaya hidup sebelum perceraian, tuntutan isteri,
lamanya pernikahan, dan pendapat ahli Hukum Islam yang menyatakan
pemberian mut’ah berupa nafkah selama satu tahun. Dalam pengambilan
putusan kadar nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Salatiga
telah sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dibuktikan dengan penerapan
hak ex officio pada pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan berpedoman
pada pasal 149 KHI huruf (a) dan (b). Dan ada keterkaitan yang erat yaitu
menitik beratkan pada kemampuan suami sebagai acuan utama hakim
dalam menentukan kadarnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan
didalam KHI pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dalam
keterangan al-Quran surat at-Talaq ayat 7 dan al-Bagarah ayat 236.’
Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak.
Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian
yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah penetapan kadar nafkah
iddah dan mut’ah oleh hakim pada cerai talak. Sedangkan yang menjadi
fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip keadilan pada

putusan hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan mut’ah.

 Muhlifa Nur Prahandika, “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada
Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”, dalam
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5007/, diakses pada tanggal 20 November 2019


http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5007/

3. Penelitian karya Syaiful Annas, dengan judul: “Masa Pembayaran Beban
Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah
Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wanita merupakan
upaya menciptakan keadilan gender yang semakin hari cukup menjadi
perhatian, salah satunya dengan menentukan masa pembayaran nafkah
iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak. Meskipun demikian sebagai
kewajiban juga untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang dalam
kajian ini menyangkut ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, agar
sebuah sistem di lembaga peradilan khususnya peradilan agama berjalan
secara harmonis.®

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak.
Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian
yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah mekanisme dan prosedur
pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan
yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip
keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan

mut’ah.

® Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara
Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, dalam Jurnal Al-
Ah}wa>l, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H
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A. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah
1. Pengertian ‘Iddah dan Mut’ah

‘lddah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa
tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami,
baik karena ditalak maupun bercerai mati.'Secara istilah ‘iddah berarti
“suatu masa menunggu bagi wanita setelah bercerai dengan suaminya,
baik cerai hidup ataupun karena dia mati.?

Setelah sebuah rumah tangga berkahir dengan perceraian, baik
cerai hidup, maupun cerai tembilang ada akibat hukum yang ditimbulkan
setelah perceraian tersebut, salah satunya adalah masa menunggu bagi
mantan isteri. Mantan isteri harus menjalani masa tunggu yang
mengakibatkan ia belum boleh menikah lagi dengan pria lain yang biasa
disebut dengan ‘iddah.

Pada masa ‘iddah bila perceraian yang terjadi adalah cerai talak,
maka mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan isteri
selama masa ‘iddah tersebut. Nafkah yang diberikan suami kepada mantan
isteri selama masa ‘iddah disebut sebagai nafkah ‘iddah.

Selain ‘iddah dan pemberian nafkah selama ‘iddah ada hal lain

yang ditimbulkan setelah terjadi perceraian yaitu mut’ah. Mut’ah menurut

! Kamus Besar Bahas Indonesia Online. https://kbbi.web.id/nikah (Diakses Pada 2
Agustus 2019, Pukul 13.40)
? Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam (Jakarta: Amzah, 2011), 264


https://kbbi.web.id/nikah
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Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (uang, barang, dan
sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai
bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Dikarenakan perceraian adalah jalan keluar untuk memecahkan
masalah dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diperbaiki kembali
maka tentunya akan menimbulkan dampak yang dapat menyakiti hati baik
suami maupun isteri. Maka dari itu mut’ah ada dengan tujuan untuk
penghibur hati mantan isteri pasca perceraian tersebut.

. Dasar Hukum ‘Iddah dan Mut’ah

Dalam masa ‘iddah yang dijalani oleh wanita yang telah bercerai
ada perbedaan berapa lama masa yang harus dijalani selama ‘iddah
tersebut. Tergantung bagaimana bentuk perceraiannya waktu menunggu
yang akan dijalani oleh mantan istri dapat menjadi berbeda sama halnya
dengan nafkah yang akan diberikan mantan suami kepada mantan isteri

selama masa tunggu tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT:

JE 8.7 3 sz, A ‘ B K3
el Gelad ST o NS o el G G2 (T

<<

B 55 5 G s of JHT QNI LYy sade s T

_ Zay _E - o e
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Artinya “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai
mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa
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kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam
urusannya” (Q.S. At-Thalaq: 4)°

Ayat Surat Ath-Thalaq di atas menggambarkan tiga macam ‘iddah
lainnya berdasarkan kondisi wanita tersebut, yaitu wanita menopause,
wanita hamil, dan wanita yang belum haid.* Sedikit tentang rincannya
adalah sebagai berikut:

a. wanita menopause masa ‘iddah nya adalah 3 (tiga) bulan

b. wanita yang tidak haid termasuk anak-anak ‘iddah nya adalah 3 (tiga)
bulan

c. wanita yang sedang hamil ‘iddah nya adalah sampai melahirkan anak
yang dikandungnya.

Kemudian masa ‘iddah yang dijalani wanita bila suaminya

meninggal adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan firman

Allah:
AR B SR P PP S W Or IS
ol 2l el Slarie B350 09 B 0385 ol
7 s £ I L. o s Rl BT 1/&//9/
el § Gl L Kle ZUs Sb Selal Gl 3 e

s _ . o & -

T 0shel L BT el

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan

dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah

habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa
yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Bagarah: 234)°

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 446
* Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam., 269
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 30
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Selama masa ‘iddah mantan suami tetap memberikan nafkan
kepada mantan isterinya. Thalak yang telah dijatuhkan oleh suami
menimbulkanbeberapa akibat terutama di dalam masa ‘iddah, yaitu: ®
a. isteri tetap mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan. Hal ini dapat

diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan kesalahan
isteri. Karna itu hak tersebut diperoleh isteri dalam hal talak raj’i, dan
iddah ba’in jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau
perceraian disebabkan kesalahan isteri, maka isteri tidak mendapat

apa-apa sesuai dengan dengan surat At-Thalaq ayat 6, yakni:

)'/

Ql_e U%Lﬁuwyu.rlﬁ\)ﬁ_ubd.ﬁw)\juﬂj u-r'k’

225 . g

(‘J‘“L’-’ ol dﬁﬂﬁ—w 1550305 u—‘U}" RES NP
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Artinya: “suruh diamlah mereka (perempuan-perempuan yang

dalam ‘iddah) di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan

janganlah  kamu menyempitkannya (menyusahkannya). Jika

perempuan-perempuan itu dalam hamil, hendaklah kamu beri nafkah,

sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka

menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya) dan

bermupakatlah sesame kamu secara ma’ruf (vang baik). Jika kedua-

duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan lain akan
menyusukannya” (QS. Ath-Thalag: 6)°

Tafsir Quraish Shihab: Tempatkanlah mereka di mana kalian
bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian
menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat
tinggal. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berilah
mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka

® Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 105-107
" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 446
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menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.
Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap
keras kepala. Dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain
dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain--selain ibu
yang diceraikan--boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.®

£~s - ~g . 48> P 2 “ . P .
AV asls Lo Ganghh 1033 ade 505 05 canal o 3al 35 o)
Zz, - o 3G, . - - & > gg~ > .
(D) s e Do il Jaml Lol LY 2 DTN
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akgan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq:
7)

Tafsir Quraish Shihab: Orang yang memiliki banyak rezeki dari
Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Dan
orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari
sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang
Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan‘®.

b. Dalam kasus iddah ba’in jika perempuan tidak hamil dan dalam kasus
thalak tiga serta khulu’ terjadi perbedaan pendapat antara ulama’.
Hanafi menyatakan isteri hanya berhak menempati tempat tinggal.
Sedangkan Syafi’i, Maliki, Hambali menyatakan isteri tidak berhak
mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan.

c. Berdasarkan surat Al-Bagarah ayat 240 dalam iddah mati seorang
isteri tidak berhak atas pakaian, pangan dan tempat tinggal sebab janda

mati telah memiliki hak warisan. Dalil nagly tersebut yaitu:

Tafsir Surat At-Thalaq ayat: 6 (https:/tafsirq.com/65-at-talag/ayat-7#tafsir-quraish-
shihab diakses pada 2 Agustus 2019)

° Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.,

10 Tafsir Surat At-Thalaq ayat: 7 (https:/tafsirq.com/65-at-talag/ayat-7#tafsir-quraish-
shihab diakses pada 2 Agustus 2019)


https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
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Artinya: “orang-orang yang mati diantara kamu, sedang
mereka meningalkan isteri-isteri, boleh mereka berwasiat kepada
isterinya itu, supaya bersenang-senang setahun lamanya, tanpa
dikeluarkan (dari rumahnya). Tetapi jika perempuan itu keluar maka
tiada berdosa kamu tentang apa yang diperbuatnya bagi dirinya

secara ma'ruf. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (QS. Al-
Bagarah: 240)*

d. Mut’ah bagi isteri yang dithalak tapi belum digauli. Dalam hal ini tidak
ada iddah. Adapun maksud mut’ah adalah untuk menyenangkan isteri
sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu isteri yang dithalak
tersebut berhak separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad
nikah. Dalil nagly untuk mut’ah adalah surat Al-Bagarah ayat 236 dan

dalil bagi separuh mahar adalah surat Al-Bagarah ayat 237.

IR g Q.: ’E 1} 6?/: 9/ - /~/NJ}J’«¢/ 9;’// - /} 4
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Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu,
jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.
Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Bagarah: 236)"2

|\

13

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 31
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 30
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Tafsir Quraish Shihab: Kalian, para suami, tidak berdosa dan
tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian mencerai istri
sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan maskawinnya.
Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan
meringankan derita jiwanya. Itu semua hendaknya dilakukan secara
sukarela dan lapang dada. Orang yang kaya hendaknya
memberikannya sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai
dengan keadaannya. Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu
dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik.**

- Z - //} 2= 7

Catasd a5 Jh 2AT5 363 Day 2 of U8 e sl o
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Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan
atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan
pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu
melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Bagarah: 237)*

B. Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim
Putusan vyaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan
berdasarkan adanya suatu sengeketa atau perselisihan, dalam arti putusan
merupakan produk Pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu

produk pengdilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa,

3 Tafsir Surat Al-Bagarah ayat: 236 (https:/tafsirq.com/2-al-bagarah/ayat-236#tafsir-
guraish-shihab diakses pada 2 Agustus 2019)
' Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 30


https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-236#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-236#tafsir-quraish-shihab
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karena danya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat

dan tergugat).’

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesa putusan adalah hasil
memutuskan. Putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang
Pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan
hukum, dan putusan pokok perkara.'® Hakim yaitu orang yang mengadili
perkara (dalam Pengadilan atau mahkamah).!” Putusan Hakim adalah
putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan yang
berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan
putusan pokok perkara oleh orang yang mengadili suatu perkara dalam
sidang.

2. Macam-Macam Putusan

Dilihat dari segi fungsinya putusan Hakim terdiri atas:

a. Putusan akhir (eind vonnis) yaitu putusan yang mengakhiri di
persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu
persidangan.*®

b. Putusan sela (tussen vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan masih
dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan

tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.

> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’iyah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 118

® Kamus Besar Bahasa Indonesia online https://kbbi.web.id/putus(diakes pada 06
September 2019, pukul 15.45)

" Kamus Besar Bahasa Indonesia online https:/kbbi.web.id/hakim(diakes pada 06
September 2019, pukul 15.53)

'8 Mardani, Hukum Acara Perdata., 118-121


https://kbbi.web.id/putus
https://kbbi.web.id/hakim
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Putusan serta-merta, yaitu putusan Pengadilan Agama yang pada
putusan tersebut salah satu pihak atau para pihak yang berperkara
dulakukan upaya hukum baik verzet, banding dan kasasi yeng
memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu
pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
dilaksanakan terlebih dahulu, tidak ada lagi menunggu putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Putusan sela dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

Putusan provisionil (provisioniele vonnis), vyaitu putusan yang
dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara
agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon
sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan tentang jaminan.*®
Putusan preparatoir (preparatoir vonnis), yaitu putusan persiapan
sebelum putusan akhir. Putusan preparatoir tidak menyinggung pokok
perkara. Putusan tentang penundaan sidang, putusan agar
penggugat/pemohon prinsipil agar dating sendiri ke muka sidang.
Putusan insidentil (incidentiele vonnis), yaitu putusan yang
berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara
menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan
pokok perkara misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak

berwenang, putusan tentang Hakim, dan lain-lain.

19 Mardani, Hukum Acara Perdata., 118-121
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d. Putusan interloktoir (interloctoir vonnis), yaitu putusan yang isinya
memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat,
putusan pemeriksaan saksi-saksi.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan
dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan verstek, vyaitu putusan yang dijatuhkan katerna
tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah
dipanggil secara resmi, sdangkan penggugat/pemohon hadir.

b. Putusan gugur, vyaitu putusan yang menyatakan bahwa
gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah
hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon
hadir sidang dan mohon putusan.

c. Putusan kkontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat
dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak
atau para pihak.?’

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi
menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

a. Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/
permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat

hukum baik formil maupun materiil (putusan negatif).

20 Mardani, Hukum Acara Perdata., 118-121
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b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang
dilakukan setelah menempuh tahap pemeriksaan, tetapi ternygata dalil-
dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak
tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada
yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai
syarat (putusan campuran positif dan negatif).

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan
yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat
(putusan positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan,
putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah
menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi
“menetapkan.. A

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut;

1) Permohonan talak

2) Gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak.

3) Penetapan hak perawatan anal oleh ibunya.

4) Penetapan ahli waris yang sah.

5) Penetapan adanya harta bersama.

6) Perkara perkara valuntr dan seterusnya.

21 Mardani, Hukum Acara Perdata., 118-121
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b. Putusan konstitusif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum
baru yang sah menurut hukum Islam sebelumnya memang belum
terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitusif berbunyi
“menyatakan...” dan putusan kostitusif terdapat pada putusan-putusan
sebagai berikut;

1) Putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.

2) Gugatan cerai bukan karena ta’lik talak.

3) Putusan verstek.

4) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

c. Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum
kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tudak
melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan
untuk memenuihi prestasi.

Amar putusan kondemnatoir berbunyi “menghukum...” putusan ini
mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila terhukum tidak mau
melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan
penggugat, putusan dapat diaksanakan dengan paksa (execution force) oleh
Pengadilan Agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan di Pengadilan Agama
antara lain:

a. Penyerahan pembagian harta bersama;

b. Penyerahan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah;

22 Mardani, Hukum Acara Perdata., 118-121
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Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan

penghukuman untuk:

e.

Menyerahkan suatu barang;

Membayar sejumlah uang;

Melakukan suatu perbuatan tertentu;
Menghentikan suatu pebuatan/keadaan;

Mengosongkan tanah/rumah lain-lain.

3. Bentuk dan Isi Putusan

a.

Suatu putusan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut;**
Kepala putusan. Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan
nomor putusan dibawahnya. Dibawahnya lagi tertulis
“Bismillahirrohmaan-Irrohim” dengan huruf besar diikuti dengan “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan huruf besar.
Nama Pengadilan dan jenis perkara, misalnya Pengadilan Agama
Jakarta timur mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat.

Identitas para pihak. Bagian ini berisi tentang identitas penggugat dan
tergugat atau pemohon dan termohon dan kuasa hukumnya secara

lengkap.

23
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d. Tentang duduk perkara bagian ini menggambarkan dengan singkat,

jelas, dan kronologis persidangan mulai dari usaha perdamaian, dalil
gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti, saksi, hasil pemeriksaan
setempat bila ada.

Kaki putusan kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama
Majelis Hakim panitera pengganti, jumlah biaya perkara, dan penanggug

biaya perkara.

4. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan Pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai

berikut:?*

a. Kekuatan mengikat

C.

Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan
mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti
negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus Hakim harus
dianggap benar (res judicato pro veritate habetur). Dalam arti negatif
yaitu bahwa Hakim tidak boleg memutus lagi perkara yang sama, pokok
perkara yang sama, pihak yang sama (nebis is idem).

Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya putusan Hakim telah memperoleh
kepastian hukum, bukti kebenaran hukum tetap serta dapat dijadikan
bukti dalam sengketa perdata yang sama.

Kekuatan eksekutorial

24 Mardani, Hukum Acara Perdata., 122
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Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan
peradilan itu secara paksa oleh aparat Negara (executorial e kracht,

executorial power).

C. Konsep Keadilan

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dibagi menjadi keadilan
distributif yakni persamaan sesuai dengan porsinya dan keadilan korektif
yang lebih menekankan pada kesamaan di mata hukum. Hal demikian
ditegaskan oleh Thomas Aquinas dengan pokok pikirannya yakni
kesamaan proporsional bagi setiap manusia.

Cribb dan Gewirtz mengidentifikasikan keadilan menjadi 3, yakni
distributif, budaya dan asosiasional. Keadilan distributif berkaitan dengan
barang dan jasa yang didistribusikan di antara individu yang hanya
mungkin terjadi tanpa adanya eksploitasi dan marginalisasi.”®> Keadilan
merupakan standar dalam hidup bermasyarakat yakni sebagai sarana
integrasi suatu institusi masyarakat. Keadilan tersebut tercermin pada
perbedaan ekonomi dan budaya sehingga masyarakat dapat menunjukkan
eksistensinya. Keadilan pula dapat menjadi pedoman apabila terjadi
perubahan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, demikianlah konsep

keadilan dipandang sebagai konsep fungsional bagi John Rawls.?®

2 A, Cribb & S. Gewirtz, Towards a Sociology of Just Practices: An Analysis of Plural
Conceptions of Justice, in C. Vincent (ed.), Social Justice, Education and Identity (London:
RoutledgeFalmer, 2005) dalam Raihani, Islamic Schools and Sosial Justice In Indonesia: A
Student Perspective, Al-Jami’ah Journal of Islamic Studies, Vol. 50 (2), 2012, hal. 284.

26 T M. Scanlon, Provocation: Everyone is a Philospher!, Harvard Law Review, Vol. 125
(4), 2012, hal. 229.
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John Rawls juga berpendapat bahwa keadilan yakni dilihat dari
kesamaan hak dan kesamaan sosial ekonomi dimana keduanya harus
saling berkesinambungan guna mendapatkan keadilan yang diinginkan.
Dewasa ini, keadilan ditekankan pada keadilan prosedural dan keadilan
subtantif yang keduanya saling bertolak belakang namun apabila dapat
bersinergi dengan baik maka keadilan dapat ditegakkan. Demikian pula
dipengaruhi olen sumber daya manusianya yang dapat menentukan

capaian keadilan tersebut.

D. Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen
Untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban
menata diri sendiri, namun juga wajib menata masyarakat dan negara yang
diatur hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban
dapat dilaksanakan secara seimbang. Demikian disampaikan Drs. Arry
MTH. Soekawathy, S.H., M.Hum., dalam ujian terbuka program doktor,

Jumal (22/2) di Fakultas Filsafat UGM.%’

Menurut staf pengajar pada Fakultas Filsafat UGM ini, di dalam
mempertahankan pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus
mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemurnian

hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan

" Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (https: //ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-
keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsenhttps://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-
menurut-hukum-murni-hans-kelsen,(diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)


https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen

26

manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan

masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian bangsa.

Dalam disertasi berjudul "Konsep Keadilan Menurut Hukum
Murni Hans Kelsen dalam Relevansinya dengan Penegakan Hukum di
Indonesia”, Arry mengatakan dalam memahami konsep keadilan menurut
hukum murni Hans Kelsen hendaknya dipahami secara sempurna mulai
dari pengertian, makna, definisi, serta ragam teori dalam kehidupan. Jika
menghendaki tercapainya keadilan atas dasar keseimbangan hak dan
kewajiban penting didukung oleh berbagai teori tentang keadilan baik di
zaman klasik sampai perkembangan teori keadilan dewasa ini, urai pria

kelahiran Solo, 8 April 1953 ini.?®

Disebutkan Arry, Kelsen berusaha menyajikan tema-tema menarik
untuk dikaji di masa sekarang, karena hukum terjadi carut marut yang
tidak terukur lagi. Kajian yang diungkapkan oleh doktrin hukum alam
dipandang dari segi sudut ilmu pengetahuan membuka tabir teori hukum
alam, menyingkap absolutisme dan relativisme dalam filsafat dan politik.
Bahkan perimbangan nilai-nilai dalam ilmu hukum untuk menemukan titik

cerah dan solusi.

Hans Kelsen meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Wina

(1906) di usia 25 tahun.la banyak menaruh minat pada bidang filsafat,

%8 Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (https: //ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-
keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsenhttps://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-
menurut-hukum-murni-hans-kelsen,(diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)


https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
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sastra bahkan matematika dan ilmu alam.Di tahun 1919, Kelsen dipercaya
merancang Konstitusi atau UUD baru Austria.Prinsip-prinsip dasar buah
pikiran Kelsen dalam konstitusi tersebut belum tergantikan sampai
sekarang. Satu pokok pikiran pentingnya, pembentukan Mahkamah
Konstitusi yang baru dibentuk di Indonesia hampir 90 tahun kemudian.
Kelsen menjadi hakim Konstitusi pada 1921. "Menurut Hans Kelsen,
hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur
sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang
dikenal dengan teori hukum murni (reine rechlehre). Jadi hukum adalah
kategori keharusan (sollens kategorie) bukan kategori faktual (sains

kategorie)," jelasnya.?®

% Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (https: //ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-
keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsenhttps://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-
menurut-hukum-murni-hans-kelsen,(diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)


https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen

A.

BAB Il1

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Desain penelitian memberikan pegangan dan batasan penelitian yang
berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut S. Nasution desain penelitian
adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar
dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan
penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala
sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.*

Jenis penelitian ini adalah field study research (penelitian lapangan)
yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam
terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.?
Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif
tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit
sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.® Dalam tahap pra-
lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-buku tentang
nafkah ‘iddah dan mut’ah ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang
ada kaitannya dengan nafkah ‘iddah dan mut’ah dan juga melakukan pra-

interviu kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Metro.

' S. Nasution, Metode Research (Penelitian Iimiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 23
2 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:

PT. Bumi Aksara, 2003), 5

80.

% Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012),
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Penelitian lapangan (field research) ini dilakukan dengan meneliti
objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang
maksimal. Dalam hal ini adalah lokasi yang bertempat di Pengadilan Agama
Kota Metro

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif kualitatif adalah penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat
penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi..
Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.*

Selanjutnya keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang
dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.®

Oleh karena itu, peneliti ingin melaporkan sesuatu yang aktual
mengenai prinsip keadilan pada putusan cerai talak dalam memutus besaran
nafkah ‘iddah dan mut’ah khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro.

B. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikanto, yang dimaksud dengan sumber data

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.® Di dalam

* Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), 34

> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi lv,
(Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), 129

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina
Aksara, 1983), 129.
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penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan
termasuk laboratorium.” Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota metro, khususnya
Majelis Hakim yang memutus perkara cerai talak.
2. Sumber Data Sekunder
Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan
bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan
artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali
dengan premis normatif, datanya diawali dengan data sekunder. Bagi
penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, jenis
datanya (bahan hukum) adalah:
a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri
dari:
1) Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan UUD 1995
2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1995
3) Peraturan perundang-undangan:
a) Undang-undang atau peraturan yang setaraf

b) Peraturan pemerinah atau peraturan yang setaraf

’'S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah)., 143



31

c) Kepres atau peraturan yang setaraf

d) Kepmen atau peraturan yang setaraf

e) Perda atau peraturan yang setaraf
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
5) Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepert
kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan
berbagai cara.? Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.’

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada
objek dengan menggunakan panca indra. Observasi menuntut adanya

pengamatan dari peneliti baik langsung ataupun tidak langsung terhadap

¢ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.
® Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2002), 115
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objeknya.’? Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-
sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrument
pengamatan. Hal ini berarti observasi digunakan untuk melengkapi data-
data hasil wawancara dan dokumentasi.

Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak
yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.™
Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi
dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang
diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang
atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan
mereka masing-masing. Interviu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Interviu bebas (tanpa pedoman pertanyaan)

b. Interviu terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)

c. Interviu bebas terpimpin (kombinasi antara interviu bebas dan
terpimpin).*?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interviu bebas
terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan
kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden

diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interviu ini

2009)

% Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: Rajawali Pers,

1 Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2011), 105

12,3 Nasution, Metode Research., 119
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digunakan untuk mendapatkan data tentang dasar putusan Hakim terkait
nafkah ‘iddah dan mut’ah pasca cerai khususnya di Pengadilan Agama
Kota Metro. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu
Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Metro.
3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan
sebagainya.*® Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan
metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.* Sumber
yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa profil
Pengadilan Agama kota Metro, struktur Pengadilan Agama kota Metro,
putusan Hakim tentang nafkah ‘iddah dan mut’ah, pada perkara cerai talak,
dokumentasi dan lain-lain.
D. Teknik Analisis Data
Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah
data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi
mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data
suatu informasi yang sudah masuk.™ Oleh Karena itu, data yang sudah masuk
akan peneliti analisa secara cermat dan teliti.
Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 274.
% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif., 82.
15 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 78
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dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.*®

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian
merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen
interviu maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari
data-data yang terkumpul akan menguraikan dasar putusan Hakim terkait
nafkah ‘iddah dan mut’ah pasca cerai khususnya di Pengadilan Agama Kota
Metro menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara
berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa
konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut
ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.*’

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti
menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang
dikumpulkan peneliti terhadap Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama

maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum.

16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2009), 248.

40.

17 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984),



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat
pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan
Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.’. Pengadilan Agama Kota Metro
Terletak di Jalan Raya Stadion 24 B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan
Metro Timur Kota Metro, Lampung, Indonesia.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.’ Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua. Hakim Anggota adalah Hakim yang bertugas untuk
menjadi pengadil dalam persidangan untuk memutus suatu perkara. Panitera
adalah seorang pejabat yang tugasnya yaitu membantu Majelis Hakim dalam
persidangan untukmembuat berita acara. Pengadilan Agama mempunyai
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh tiga
Kepala Sub Bagian.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Metro
Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal
13 Januari 1947 vyang disetujui olen Dewan Perwakilan Rakyat

Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa

““Pengadilan Agama”, https: //id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama(diakses pada 8
Januari 2020, pukul 20.55).

2‘‘SusunanPengadilanAgama’’,https://id.wikipedia.0rg/wiki/Pengadilan_Agamau’#Susunan
(diakses pada 8 Januari 2020, pukul 21.04).


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_tingkat_pertama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_tingkat_pertama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitera
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurusita&action=edit&redlink=1
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kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syaridh Keresidenan
Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan
sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua
Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A.
Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan
Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.?

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat,
sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman
serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan
Agama telah menyurati Mahkamah Syaridh Keresidenan Lampung dengan
Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariéh
Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal
yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum
Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10
tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi
Pengadilan Agama / Mahkamah Syaridh Keresidenan Lampung adalah
terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.*

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian
Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya
tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri

atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu

® Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan” https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html (diakses pada 10 Januari 2020)

* Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html (diakses pada 10 Januari 2020)


https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
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Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal
1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan
Lampung bahwa ““Status hukum Mahkamah Syaridh Keresidenan Lampung
di Teluk Betung tidak sah”.”

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan
peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat
tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro
Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober
1953 vyang ditujukan kepada Mahkamah Syaridh Keresidenan Lampung
menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus
seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah
antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor:
1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama
C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama
Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan
jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat

Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H.

® Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html(diakses pada 10 Januari 2020)


https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
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Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariadh Lampung. Sedangkan K. H.
Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.®
Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa
aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini
masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam
tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar

Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain

sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi

pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar
keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat.

Lembaga tersebut antara lain:

a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan
tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman
dan Kementerian Agama;

b. Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan
Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;

c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek
Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh
Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.

d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama)
sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului

dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan

® Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html(diakses pada 10 Januari 2020)


https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
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Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera,
akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah
Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di
Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan
Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan
Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor
58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah
Syaridh di Sumatera termasuk Mahkamah Syaridh Keresidenan Lampung
di Teluk Betung.’

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut
dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) vyaitu: “Pengadilan Agama /
Mahkamah Syaridh memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-
isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang
hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah,
talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodagoh,
baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga
memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik
talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama
termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung

mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di

” Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html(diakses pada 10 Januari 2020)


https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
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Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor
4 | 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2)
menyebutkan: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.8
Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan
Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam
Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab
IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan
olen sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan
Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.?
2. Visi, Misi Pengadilan Agama Kota Metro

a. Visi Pengadilan Agama Metro

Mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung™®
b. Misi Pengadilan Agama Metro

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro™*

2) Memberikan pelayanan hukum vyang berkadilan bagi pencari

keadilan

® Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html(diakses pada 10 Januari 2020)

° Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan
“Sejarah Pengadilan”https: //www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan.html(diakses pada 10 Januari 2020)

10 «visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Metro” https: //www.pa-metro.go.id/tentang-
pengadian/visi-dan-misi.html (diakses pada 11 Januari 2020)

1 «Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Metro™ https: //www.pa-metro.go.id/tentang-
pengadian/visi-dan-misi.html (diakses pada 11 Januari 2020)


https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi.html%20(diakses
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi.html%20(diakses
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi.html%20(diakses
https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi.html%20(diakses
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3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama
Metro
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro
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4. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini, mengenai data Perkara yang Masuk ke
Pengadilan Agama Kota Metro Sepanjang Tahun 2018 dapat dijelaskan
sebagai berikut. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan
bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu
yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu
pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil
pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa
angka, kata-kata, atau citra.

Dalam 1 (satu) tahun ada banyak dan beragam perkara yang masuk
dan di selesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro. Berikut ini adalah data
perkara valid yang yang masuk dan di selesaikan di Pengadilan Agama
Kota Metro sepanjang tahun 2018 berdasarkan wawancara dengan Panitera

Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H: *?

Tabel 4.1.

Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara
1. | Cerai Gugat 1.660 Perkara
2. | Cerai Talak 479 Perkara
3. | Isbath Nikah 57 Perkara
4. | Harta Bersama 6 Perkara
5. | Dispensasi Kawin 15 Perkara
6. | Pengasuhan Anak 1 Perkara
7. | Perwalian 6 Perkara
8. | Asal Usul Anak 3 Perkara
9. | Wali Adhol 3 Perkara
10. | Kewarisan 3 Perkara
11. | Penetapan Ahli Waris 6 Perkara
12. | 1zin Poligami 1 Perkara
13. | Lain-lain 12 Perkara

'2 Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H


https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
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Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan dalam sebuah
diagram sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018

0% 6_ 0%

W cerai gugat

m cerai talak

m isbath nikah

® harta bersama

m dispensasi kawin
m pengasuhan anak
m perwalian

m asal usul anak

= penetapan ahli waris
mwali adhol

mizin poligami

kewarisan

lain-lain

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa perkara cerai
gugat merupakan perkara yang paling banyak sepanjang tahun 2018 di
Pengadilan Agama Kota Metro.

B. Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Dalam
Memutus Besaran nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah

Penerapan/Implementasi prinsip keadilan merupakan upaya Majelis
Hakim dalam sebuah persidangan, baik itu perkara cerai gugat cerai talak, izin
poligami, dan lain-lain. Keadilan disini di tujukan untuk pihak yang

berperkara. Keadilan yang di maksud disini adalah bagaimana pihak yang
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berperkara telah melakukan kewajibannya kemudian Majelis Hakim yang
akan menentukan hak nya agar dapat seimbang (Adil).

Majelis hakim mulai menerapkan prinsip keadilan sejak awal mulai
nya persidangan. Prinsip keadilan yang diterapkan Majelis Hakim adalah
Audio et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), Imparsial (tidak
memihak), Mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, Replik,
Duplik, dan Alat-alat bukti secara Proporsional.

Audio et alteram partem (mendengar kedua belah pihak)™, penerapan
prinsip ini dilakukan sejak awal mulainya persidangan. Dari mulai pembacaan
gugatan, Majelis Hakim dengan seksaama membaca dan mendengarkan
gugatan/ permohonan yang di ajukan oleh penggugat/pemohon. Pada tahapan
selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian dan kesaksian
dari para saksi kedua belah pihak,prinsip ini selalu di terapkan

Imparsial (tidak memihak)*, penerapan imparsial (tidak memihak)
pada praktiknya dilakukan dengan mendengarkan baik-baik masing-masing
pihak yang berperkara dengan tidak memandang seatus sosial, jenis kelamin,
umur, tinggi badan, suku, atau hal- hal yang dapat membuat seseorang
cenderung untuk memihak. Peneliti memberikan contoh dengan permisalan.
Pada sebuah sidang cerai talak yang menjadi pemohon adalah seorang dengan
umur 57 tahun memohon cerai untuk istrinya yang masih muda nan cantik

yang masih berumur 23 tahun. Penerapan imparsial disini dapat di perlihatkan

¥ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S

1 Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S
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dari komunikasi Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, Majelis Hakim
tidak akan lebih mendengarkan ternohon ketimbang pemohon, maupun
sebaliknya.

Mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, Replik,
Duplik, dan Alat-alat bukti secara Proporsional.® Masih berhubungan dengan
prinsip-prinsip diatas, mempertimbangkan semua aspek ini di lakukan ketika
melakukan musyawarah Majelis Hakim, dengan tujuan agar Majelis Hakim
dapat memutus dan menentukan dengan seadil-adilnya.

Asas/ nilai keadilan yang dapat di lihat dari prinsip-prinsip yang telah
di beritahukan oleh Bapak Drs. Machfudi. S di terapkan pada setiap
persidangan. Keadilan akan di dapatkan bila hak dan kejaiban telah seimbang,
mengingat indikator adil / sesuatu dapat di katakan adil apabila hak dan
kewajiban telah seimbang. Keadilan disini di tujukan pada pihak yang
berperkara. Prinsip-prinsip tersebut diatas di terapkan agar hak pemohon dan
termohon serta kewajiban termohon dan pemohon terpenuhi.

untuk memutus perkara ataupun untuk menentukan besaran nafkah
‘iddah dan mut’ah. Dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah tentu ada
faktor-faktor yang memengaruhi putusan majelis hakim terkait besaran nafkah
iddah dan mutah tersebut. Berikut ini adalah faktor faktor yang memengaruhi

keputusan Hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah

> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S



46

berdasarkan wawancara deangan Hakim Pengadilan Agama yakni Bapak Drs.
Machfudi. S: *°

1. Faktor penghasilan suami

2. faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri

3. faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah tangga

4. faktor adat kebiasaan.

Faktor-faktor tersebut diatas bila disesuaikan dengan teori yang
peneliti sajikan, ada beberapa faktor yang sudah sesuai dengan teori yang
peneliti sajikan yakni: “isteri tetap mendapat tempat tinggal, pakaian dan
pangan. Hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak
disebabkan kesalahan isteri. Karna itu hak tersebut diperoleh isteri dalam hal
talak raj’i, dan iddah ba’in jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau
perceraian disebabkan kesalahan isteri, maka isteri tidak mendapat apa-apa.”
Yang artiya walaupun suami isteri tersebut telah bercerai, maka suami harus
tetap memberikan nafkah kepada mantan isteri selama masa ‘iddahnya seperti
biasa layak nya masi sebagai suami isteri, selama perceraian yang dilakukan
adalah cerai talak bukan cerai gugat.

Implementasi keadilan dalam memutus besaran nafkah ‘iddah dan
mut’ah di terapkan Majeis Hakim melalui faktor-faktor tersebut di atas. Di sini
peneliti akan mengupas lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor tersebut
dapat menentukan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah dan membuat keadilan

dapat terimplementasikan ke dalamnya:

¢ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S
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1. Faktor Penghasilan Suami

Faktor penghasilan suami adalah faktor utama yang paling
memengaruhi besarnya nafkah ‘iddah, karena menurut tafsir Quraish
Shihab dari surat At-Thalak ayat: 7 yakni, Orang yang memiliki banyak
rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu.
Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari
sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah
berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.®’
Dengan dasar surat At- Thalak ayat: 7 maka benar adanya bahwa
penghasilan suami adalah faktor yang sangat memengaruhi besarnya
nafkah’iddah. Misal: “bila gaji suami sekitar 4 (empat) juta per-bulan, dan
nafkah istri perbulan ketika masih sebagai suami isteri adalah 2 (dua) juta
per-bulan. Maka nafkah ‘iddah yang akan diterima mantan isteri juga
sebesar 2 (dua) juta per-bulan”

2. Faktor Tingkat (Strata) Kehidupan Suami Istri

Faktor ini juga sangat memengaruhi besarnya nafkah ‘iddah karena
sesuai dengan teori yang peneliti sajikan yaitu, orang yang memiliki
banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang
banyak itu. Faktor ini juga berbanding lurus dengan faktor yang sebelum
nya bila strata/tingkat kehidupan suami istri tersebut tinggi tentunya

gaji/penghasilan suami juga tinggi. Misal: “bila saat masih berumah

" Tafsir Surat At-Thalaq ayat: 7 (https: //tafsirq.com/65-at-talag/ayat-7#tafsir-quraish-
shihab diakses pada 3 Februari 2020)


https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab
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tangga suami merupakan honorer dengan gaji kecil dan istri mendapatkan
nafkah 40% dari penghasilan suami, kemudian ketika bercerai suami
mendapatkan gaji yang lebih besar, maka istri akan tetap mendapatkan
nafkah ‘iddah sebesar 40% dari penghasilan suami”
3. Faktor Lamanya Suami Istri Berumah Tangga
Faktor ini bila di kaji dengan teori yang ada, maka faktor ini tidak
memberi pengaruh pada besarnya nafkah ‘iddah karena pada teorinya
nafkah ‘iddah di berikan sesuai dengan penghasilan yang di peroleh suami.
4. Faktor adat kebiasaan
Faktor adat kebiasaan juga tidak memengaruhi besarnya nafkah
‘iddah. Karena pada dasarnya nafkah ‘iddah hanya di pengaruhi dengan
pendapatan yang di peroleh suami.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat bahwa point 1 dan
point 2 merupakan faktor yang dapat menentukan besaran nafkah ‘iddah juga
merupakan faktor yang dapat membuat keadilan ter-implementasikan terkait
besaran nafkah ‘iddah. Sedangkan point 3 dan point 4 tidak berpengaruh.

Selanjutnya untuk mengetahui metode hakim dalam
menimbang/menentukan  besaran nafkah ‘iddah, peneliti melakukan
wawancara dengan bapak Hakim Drs. Machfudi. S dan seperti ini jawaban

dari beliau: “Nafkah iddah yang yang diberikan oleh suami adalah besarnya
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penghasilan suami di bagi 3 selama masa iddah (3 kali suci).”18 Contoh
perhitungan nafkah iddah sebagai berikut:

Gaji suami = Rp. 9.000.000,-

Nafkah iddah perbulan = Rp. 9.000.000,-: 3 = Rp. 3.000.000,-

Kemudian di kali kan dengan masa iddah (3 kali suci) kurang lebih 3 bulan,
jadi Rp. 3.000.000,- x 3 = Rp. 9.000.000,-.

Peneliti berpendapat bahwa perhitungan 1/3 penghasilan suami tidak
dapat dijadikan tolak ukur untuk perhitungan nafkah ‘iddah dalam setiap
perkara cerai talak. Karena setiap perkara cerai talak memiliki latar belakang
masalah yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga. Pada teorinya yang
berdasarkan surat At-Thalak ayat: 7 tidak ada suatu ukuran yang pasti untuk
menentukan besaran nafkah ‘iddah, pada ayat tersebut nafkah ‘iddah di
berikan sesuai dengan kemampuan suami.

Agar terciptanya keadilan dalam perhitungan nafkah ‘iddah, selain
melihat kemampuan suami baiknya hakim lebih melihat bagaimana kondisi
rumah tangga dari pihak yang berperkara. Karena indikator keadilan itu sendiri
adalah seimbangnya antara hak dan kewajiban. Jika di dalam suatu kondisi
rumah tangga seorang istri tidak melakukan kewajibannya dengan baik
sebagaimana layaknya seorang istri maka, apakah adil untuk suami bila suami
memberikan nafkah ‘iddah 1/3 penghasilannya? Sebaliknya jika istri telah
melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri namu, suami pada

saat berumah tangga tidak memberikan hak (nafkah) / kikir kepada istri

8 Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S
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apakah perhitungan 1/3 adil bagi istri? Apakah keadilan akan tercapai? Tentu
tidak. Perhitungan 1/3 penghasilan suami tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk
semua perkara cerai talak dalam menentukan besaran nafkah ‘iddah agar
tercipta suatu keadilan.

Kemudian untuk menentukan besaran mut’ah yang harus diberikan
oleh suami adalah “di hitung dari Kewajaran, Kepatutan, dan Kemampuan
suami namun, bisa juga di hitung dari besarnya mahar yang diberikan pada
saat menikah.”*® Pada teori yang peneliti sajikan yakni, Kalian, para suami,
tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian
mencerai istri  sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan
maskawinnya. Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan
dirinya dan meringankan derita jiwanya. Itu semua hendaknya dilakukan
secara sukarela dan lapang dada. Orang yang kaya hendaknya memberikannya
sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai dengan keadaannya.
Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu dilakukan oleh orang-orang
yang berakhlak baik. Maka dapat di simpulkan bahwa Hakim telah
menerapkan teori yang ada dan sesuai dengan ajaran Islam dalam hal untuk
menentukan besaran mut’ah yang patut di berikan kepada mantan istri.

Dari cara menghitung besarnya nafkah ‘iddah yang di berikan oleh
narasumber, peneliti berpendapat bahwa perhitungan se-pertiga gaji suami
adalah nafkah ‘iddah yang di teima oleh istri merupakan ijtihad dari Majelis

Hakim yang bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk pihak yang

% Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs.
Machfudi. S
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berperkara (cerai talak). Namun perhitungan se-pertiga gaji suami ini tidak
bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan besaran natkah ‘iddah agar adil
untuk para pihak yang berperkara. Karena di dalam mempertahankan
pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan
hak dan kewajiban secara seimbang.” Sebab dalam setiap perkara cerai talak,
permasalahan, kewajiban yang relah dilakukan oleh istri, kewajiban yang telah
dilakukan oleh suami, penghasilan suami, strata kehidupan, lamanya berumah
tangga, serta adat istiadat yang melingkupi hubungan rumah tangga tidak
mungkin akan sama. Jadi keadilan tidak akan di dapatkan bila menerapkan
perhitungan se-pertiga gaji suami untuk nafkah ‘iddah untuk semua perkara
cerai talak yang ada. Mengingat indikator keadilan adalah seimbangnya antara

hak dan kewajiban.

20 «Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (https: //ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-
keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsenhttps://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-
menurut-hukum-murni-hans-kelsen,(diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)


https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen
https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data yang telah
dilaksanakan, berdasarkan analisis yang peneliti kemukakan dapat ditarik
kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam menerapkan
prinsip keadilan pada putusan cerai talak dalam memutus besaran nafkah
iddah dan mutah adalah dengan menimbang faktor-faktor yang memengaruhi
besaran tersebut seperti faktor penghasilan suami, faktor tingkat (strata)
kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah
tangga, serta faktor adat kebiasaan. Kemudian dengan menerapkan prinsip
keadilan yang dilakukan di dalam jalannya persidangan yaitu audio et alteram
partem (mendengar kedua belah pihak), imparsial (tidak memihak) dan,
mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan
alat-alat bukti secara proporsional. Namun perhitungan penghasilan suami di
bagi 3 selama masa iddah (3 kali suci) tidaklah bisa dijadikan tolak ukur untuk
memutus besaran natkah ‘iddah.

Sedangkan untuk mut’ah dihitung dari kewajaran, kepatutan, dan
kemampuan suami namun, bisa juga dihitung dari besarnya mahar yang
diberikan pada saat menikah yang juga bertujuan agar dapat selayaknya
memberikan hadiah perpisahan kepada isteri karena telah berjuang bersama

membina rumah tangga dan mendedikasikan hidupnya ke pada suami.
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B. Saran

Berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan pada putusan cerai
talak terkait besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah tersebut. Baiknya Pengadilan
Agama tidak menjadikan perhitungan penghasilan suami di bagi 3 sebagai
rumus utama dalam memutus besaran nafkah ‘iddah. Kemudian baiknya
Pengadilan Agama bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kantor Urusan
Agama (KUA) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan
pelajar/mahasiswa tentang bagaimana Hakim mengambil keputusan yang adil
dalam menentukan besarnya nafkah ‘iddah dan mu’tah agar dapat memberikan
pemahaman pada masyarakat dan pelajar/mahasiswa tentang bagaimana
hakim menentukan besaran nafkah iddah dan mutah serta cara bagaimana
hakim menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan besaran tersebut.
Penyuluhan tersebut di maksudkan untuk memberikan pemahaman dan dapat
menjawab pertanyaan khususnya bagi masyarakat yang telah bercerai, yang

bertanya-tanya “kok, nafkah ‘iddah nya segini. Kok, mut’ah nya segitu? ”.
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NIP. 19650627 200112 1 001 NIP. 19801206 200801 2 010
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Qm ? INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

l I Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
ME TRO Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail. syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor  : 1695/In.28/D.1/TL.00/12/2019 Kepada Yth.,
Lampiran : - KETUA PENGADILAN AGAMA
Perihal :IZIN RESEARCH KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1694/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : RAMA RIZKY

NPM : 13101843

Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan . Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di
atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA
METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang
bersangkutan dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA
PUTUSAN CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN
MUTAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Metro, 11 Desember 2019




PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

J1. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068
Email : pametro_lampung@yahoo.com
Website : www.pametro.go.id

METRO -34102

Nomor . W8-A2/1270 /HM.01.1/1X/2019
Lampiran H
Perihal : Izin Pra Survey

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro )
di -

Metro

Assalamu’alaikqm Wr. Wh.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1106/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2019
tanggal 16 September 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan

ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RAMA RIZKY

NPM : 13101843

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

Judul - : DASAR PENETAPAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT BESARAN

NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PASCA CERAI TALAK (studi
kasus di Pengadilan Agama Metro)

Untuk melakukan pra survey di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, guna
memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi Mahasiswa yang

bersangkutan.
Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wh.

-

; H)

4Drs. H/MAMURI, S.H., M.S.L

.NIP.19600511.198703.1.001
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
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Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

SURAT TUGAS
Nomor: 1694/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan | Fakultas Syari*ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada

~ saudara:
Nama RAMA RIZKY
NPM ;13101843
Semester . 13 (Tiga Belas)
Jurusan . Ahwal Al-Syakhshiyyah
Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO, guna

mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan
Tugas  Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul
“IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI TALAK DALAM
MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN MUTAH (STUDY KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan

selesai.

| Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

e *le'eluérkan di : Metro
- »*PadaTanggal : 11 Desember 2019
! arOs . S0\

/ .\ A 1\
Mengetahui, A 2 !
Pejabat Setempat v%\ (5/ o th
’V NSy
7 “=ESiti=satiiTkha S.Ag, MH%
199803 2 001




PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JI. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068
Email : pametro_lampung@yahoo.com
Website : www.pametro.go.id

METRO -34102

Nomor : W8-A2/1661/HM.01.1/X11/2019
Lampiran H
Perihal : Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Metro

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 1695/In.28/D.1/TL.00/12 /2019 tanggal
11 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami
L .

memberikan izin kepada :

Nama : RAMA RIZKY

NPM : 13101843

Semester : 13 (tiga belas)

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI

TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN
MUTAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO)

Untuk mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna
memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir/skripsi

Mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wh.

(;é‘,é DfS. H. MA'MURL, S.H., M.S.I,
# NIP.19600511.198703.1.001
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Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM : 13101843 Semester 1 12/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing 11 Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Pembimbing IT

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843
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m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
'H JIn. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
ETRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM : 13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing II Mahasiswa Ybs,

ama Rizky
NPM. 13101843

Elfa Murdiana, M. Hum.

NIP. 198012062008012010
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m INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

l ' n Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM : 13101843 Semester 1 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing I1 Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing II Mahasiswa Ybs,

ama Rizky

| Elfa Murdiana, M. Hum.
NPM. 13101843

NIP. 198012062008012010
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H Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH TAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan : AS
NPM :13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing I Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan

Aec ﬂf"( ) OHine /77

Mahasiswa Ybs,
Dr. H. Azmi Siradjuddin, L¢., M.hum Rama Rizky

NIP. 196506272001121001 NPM. 13101843
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stammetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM :13101843 Semester 1 13/2019
; No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
J
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Dosen Pembimbing I1

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843
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u INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
) FAKULTAS SYARIAH
lH Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO
Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM :13101843 Semester :13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing I Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Mahasiswa Ybs,

Dosen Pggmbimbing I

ama Rizky

NIP. 196506272001121001 NPM. 13101843
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FAKULTAS SYARIAH

Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM : 13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing IT Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Mahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbi

—" Rama Rizky
NPM. 13101843
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FAKULTAS SYARIAH
Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac. id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM :13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing II Y Mahasiswa Ybs,
Elfa Murdiana, M. Hum. ama Rizky

NIP. 198012062008012010

NPM. 13101843
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FAKULTAS SYARIAH U
=1 Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 {
METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id ‘

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO
Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM :13101843 Semester 1 13/2019
No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
Vil D
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»
ahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbing IT o

Elfa Murdiana, M. Hum. Rama Rizky l
NIP. 198012062008012010 NPM. 13101843
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JIn. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
RO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH TAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan : AS
NPM 13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing 11 Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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sen Pembimbing 11 Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. . - ama Rizky
NIP. 19801206200801201 NPM. 13101843
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IH Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH JIAIN METRO
Nama : Rama Rizky Jurusan . AS
NPM :13101843 Semester - 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing I1 Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing 11 Mahasiswa Ybs,
Elfa Murdiana, M. Hum. Rama Rizky

NIP. 198012062008012010 NPM. 13101843
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METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA |
FAKULTAS SYARIAH TAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan . AS
NPM :13101843 Semester : 1372019
No | Hari/Tanggal Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing 11 Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
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Rama Rizky
NPM. 13101843
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METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id
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FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH TAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan tAS
NPM : 13101843 Semester : 13/2019
|
No | Hari/Tanggal Pembimbing I1 Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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Dosen Pembimbing 11 Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum. Rama Rizky
NIP. 198012062008012010 NPM. 13101843
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'H Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan : AS
NPM :13101843 Semester :13/2019
No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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JIn. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi(@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan : AS
NPM 13101843 Semester :13/2019
No | Hari/Tanggal | Pembimbing II Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
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lH Jin. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky Jurusan :AS
NPM :13101843 Semester : 13/2019
No | Hari/Tanggal Pembimbing I Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan
o] 1062 b v 2o @
2 Ao Lubhe /K
% [ VA o i?%j AL
1
A 3/( ~
Dosen Pembimbing I Mahasiswa Ybs, |

v
v

Rama Riz
NPM. 13101843
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Rama Rizky, lahir pada tanggal 31 Januari 1995 di
Gedongtataan, dari pasangan Bapak Edi Arpan dan Asnawiyah. Peneliti merupakan anak

kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gedongtataan, lulus

pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada
tahun 2010, udian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya
peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester | Tahun Ajaran
2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.



